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PERATURAN DAERAII PROPINSI DAERAH TINGKAT I
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NOMOR : 3 TAHUN 1990
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RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI DAERAII TINGKAT I JAWA TENGAII

DENGAN RAHMAT TU IIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke-I Jawa 
Tengah tanggal 5 April 1962 tentang Pelelangan Pem­
borongan Pekctjaan*pckctjaan Bangunan bagi Daerah 
Tingkat Ke l Jawa Tengah yang lelah diubah dengan 
Peraturan DaeraH Propinsi Daerah Tingkat I JawaTcpgah
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR: 38 TAHUN 1990 _ SEIU: B NO: JO 

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAII TINGKAT I 

JAWA TENGAII 

NOMOR : J TAJIUN 1990 

TENTANG 

RETRIBUSI DOKUMEN LEI.ANG PEKERJAAN DARI DANA 
ANGGARAN PENDAPATAN·DAN DELANJA DAERAII 

PROPINSI DAERAII TINGKAT I JAWA TENGAII 

DENGAN RAIIMATTIJIIAN YANG MAHA F.sA 

GUBERNUR KEPAIA DAERAJI nNGKAT I JAWA TENGAII 

MealmlJana : L bahwa Pcnlumn Daerab Daerah Tfngtal te • I Jan 
Tengab llngll S April 1962 leftllDg Pdelanpl lal-· 
borongan ~ ......... Daab 
Tmgkal Kc I Jawa Tcngab 11111 ICJab ....... dcllJIIII. 
Paalula Daaalf Pn,pinsi DacrabT'lngtm IJawanr.p 
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Mengingat

Nomor 18 Tahun 1977, karena sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu 

ditinjau kembali:

b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan 

dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kepada setiap 

peserta diberikan dokumen lelang dari Pemerintah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan oleh karena itu 

sebagai pengganti biaya Dokumen Lelang tersebut di­

kenakan Retribusi;

c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu 

mencabut Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf a 

dan menetapkan Retribusi Dokumen Lelang dimaksud 

huruf b yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan 

Daerah.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang 

Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke­

uangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyu­
sunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pe­
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

342

Mengingut 

342 

2 

Nomor 18 Tabun l'J77, karcna sudah tidak scsuai lagi 
dengan pcrtembmgan kcadaan dcwa ini, mata pcrlu 
ditinjau kcmball : 

b. bahwa dalam rangka Pc1aksanaan PelcJangan Pelterjaan 
dari Dana Anggaran Pendapalan dan Bclanja Daerah 
Propinsi Dacrab Tingkat I Jawa Tengab. kcpada sctlap 
pcsena diberikan dokumcn lclang dad Pcmerintab Pro­
pinsl Daerah Tmgkat I 1awa Tengah, dao olch kan:na itu 
scbagai pcngganti biaya Dokumen Ldang lcrscbut di• 
kcnakan Rctnbusi; 

c. bahwa bcrhubung dcngan itu, maka dipandang perlu 
menc.abut Pcraturan Daetah sebagaimana terscbut buruf a 
dan mcnetapkan Rctribusi Dokumen Letang dimaksud 
huruf b yang pcngaturannya dituangkan dalmn Peraturan 
Dncrah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok• 
pokok Pemerintahan di Daerah ; 

2. Undang•undang Nomor 10 Tahun 19S0 tentang Pcm• 
bcntukan Propinsi Jawa Tcngah ; 

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tamm 19S7 tentang 
Pcraturan Umum Retribusi Dacrah i 

4. Peraturan Pemerintah Nornor S Tahun 1975 tentang 
Pcngurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke. 
uangan Daerah ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 197S lentang Cara 
Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah, 
Pclaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah, dan Penyu• 
sunan Perhitungan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja 
Dncrah; · 

6. Kcputusan Prcsiden Nomor 29 Taluan 1984 tcntang Pe• 
laksanaan Anggaran Pcndapatan dan llelanja Negara ; 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 

tentang Bentuk Peraturan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 ten­
tang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 jo 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 1984 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING­
KAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI DO­
KUMEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA ANG­
GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tcngph
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
lentang Bcntuk Peraturan Daerab ; 

8. Kepulusan Menleri·Dalam Negeri Nomor 970 - 893 len­
tang Manual Administrasi Pendapal811 Dacrah ; 

9. Kepulusan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 903 • 603 jo 
Keputusan Mentcri Dalam Negcri Nomor 903 - 1319 
tenlang Pelaksanaan Anggamn Pendapatan dan Belanja 
Dacrah; 

10. Peraturan Dacrah Propinsi Daemh iangkat l Jawa Tengah 
Nomor 6 Tahun 1984 tentang Uang Lcgcs. 

Dcngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Pn,pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAI-1 PROPINSI DAERAH TING­
KAT I JAWA TENGAH TENTANG· RETRIBUSI 00-
KUMEN I.El.ANG PEKERJAAN DARI DANA ANG­
GARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAE.RAH 
PROPINSI DAERAll TINGKAT I JAWA TENGAR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalaa Pcraluran Daaab ini ymg daablld dmpn : 

L Gubemur KepalaDaenb adaJab GubcmurJCq,ala Danh 
ianpal I Jawa Tcapb 

343 



4

b. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang tenfiri dari 
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar-gambar 
dan/atau keterangan lainnya sesuai dengan Peraturan 

Pcrundang-undangan yang berlaku.

BAB n

DOKUMEN LELANG

Pasal 2

Setiap peserta pelelangan pekerjaan dari Dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah wajib memiliki Dokumen Lelang yang disedia­

kan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan 

Daerah ini, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan 

sebagai berikut:

a. Bidang Pemborongan dan Bidang Pengadaan Barang / 

Jasa lain dengan nilai Pekerjaan:

1. Di atas Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,- 

(dua puluh lima ribu rupiah);

2. Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sam­
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b. Dokumcn Lcbmg adalah Dotumcn yang lcrdlri dmi 
Rcncina Kcija dan Syarat-syama (RKS), gambar-pmbar 
dan/atau kctaangan lainnya st.suai dcngan Pcraturan 
Pcrundang-uodangan yang bcrlaku. 

BABU 

DOKUP.IEN LEI.ANG 

Pasal 2 

SeUap pcscna pclclangan pckctjaan dad Dana Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Propinsi Dacrab 11ngkal I 
Jawa Tengah wajib mcmililci Dotumen Lclang yang discdia­
kan olch Gubemur Kepala Daerah. 

BAB III 

KETEN'fUAN RE'fRJBUSI 

Pmal3 

Dokumen Letang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan 
Daerah ini, dikenalc:an retribusi yang bcsamya ditetapkan 
scbagai berikut : 

a. Bidang Pemborongan dan Bidang Pcngadaan Barang / 
Jasa lain dcngan ni~ai Pckerjaan : 

l. Di alas Rp. 50.000.000.- (Lima puluh jula rupiah) 
sampai dcngan Rp. Ul0.000.000.- (scratus juta 
rupiah) dikeaalcan Rclribusi scbcsar Rp. 25.000,­
(dua puluh lima ribu rupiah) , 

2. Di alas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sam-
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pai dengan Rp2004KX)4XX),- (dua ratus juta rupiah) 
dikenakan Retribusi sebesar .... Rp. 50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah);

3. Di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000,- 
(tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ru­
piah) dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus 

ribu rupiah);

5. DI atas Rp. IjOOO.OOOjOOO,- (satu milyar rupiah) sam­
pai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) 
dikenakan biaya sebesar ..... Rp. 150.000,- (seratus 
lima puluh ribu rupiah);

6. Di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di­
kenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah).

b. Bidang Konsultansi dengan nilai Pekerjaan:

1. Diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sam­
pai dengan Rp. 1004)004)00,- (seratus juta rupiah) 
dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh 
lima ribu rupiah):

2. Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di­
kenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh 

ribu rupiah)

Pasal 4

Dokumen Lelang Pekerjaan dengan nilai Rp. 504)00.000,- 
(lima puluh juta rupiah) fcebawah dikenakan Retribusi 
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pai dcngan Rp.200.000.000.- (dua ralus jula Npiah) 
dikcnakan Rctribusi scbcsar .... Rp. so.ooo.- (lima 
pulub ribu rupiah) ; 

3. Di etas Rp. 200.000.000.- (dua ratus Juta rupiah) 
sampai dcngan Rp. soo.000.000.- (lima ratus jutii 
rupiah) dikcnakan Rctribusi scbcsar Rp. 75.000.­
(tujuh puluh lima r.ibu rupiah) i · 

4. Di atas Rp. soo.000.000... (lima ratus jula rupiah) 
sampal dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar N· 
piah) dikenakan biaya scbcsar Rp. 100.000.- (scratll! 
ribu Npiab) , 

S. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar naplah) sam­
pal dcngan Rp. 2.000.000.000.- ·(dua milyar rupiah) 
dikenakan biaya scbcsar ..... Rp. 1S0.000,- (scrol~ 
lima pulub ribu rupiah) ; 

6. DI ata Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar mpiab) di• 
tcnalcan biaya sebaa' Rp. 200.000,- (dua ralus ribu 
rupiah). 

b. Bidang Konsu1taasi dengan nllai Pekerjaan : 

1. Dlatas Rp. so.ooo.m>,- (limo puluh Juta rupiah) sam­
. pal dcogan Rp. 100.000.000,- (scratus juta rupiah) 

clikenaba Retrl,usl scbcsar Rp. 25.000,- (dua pulub 
llma ribu rupiah) : 

2. Di alas Rp. 100.cmJlOO, .. (seratus jllla rupiah) dl­
kcnalcan Rctribusi sebcsar Rp. 50.000,- (Im puluh 
ribu rupiah) 

Dclbimea I.clang Pctcrjaln dcnpn nilai Rp. 50.000.Cm,­
(Uma puluh jula rupiah) b:bawab dftcnaba Relribl!li 
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sebagaimana dimaksud Pasat 4 ayat (t) huruf f Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 1985 tentang Uang Leges, yaitu sebesar Rp. 5.000,00 

(lima ribu rupiah).

Pasal 5

Semua hasil Penerimaan Retribusi dimaksud Pasal 3 dan Pa­
sal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se­
panjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh 

Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah Propinsi Daerah, Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah 

tanggal 5 April 1962 tentang Pelelangan Pekerjaan-pekerjaan 

Bangunan bagi Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah yang telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku 

lagi.
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di­
undangkan.
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.. 
scbagaimana dimaksud Pasa1 4 ayat (1) huruf r Pcraturan 
Daerab Propinsi Dacnlh T11gkat I Jawa Tcngah Nomor 6 
Tahun · 1985 tcolang Oang Lcgcs, yaitu scbcsar Rp. S.000.00 
(lima ribu rupiah). 

Pasal S 

Scmua basil Pcnerimaan Rctribusi dimaksud Pasal 3 dan Pa­
sat 4 Pcraturan Daerab ini disctorkan kc Kas Dacrah Propinsi 
Dacrah Tingkat I Jawa Tcngah. 

BAB IV 

KE'fENtUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Hal-hal yang bclum diatur daJarn Peraturan Dacrah ini se­
panjang mcngcoai pelaksanaannya diatur lebih lanjut olch 
Gubcmur Kcpala Dnc:rah. 

Pasal 7 

Dcngan bcrlakunya Peraturan Dacrah ini. maka Pcraturan 
Daerah Propinsi Dacrah, Dacrah Tingkat kc I Jawa Tcngah 
tanggal 5 April 1962 tcntang Pelelangan Pckcrjaan-pekcrjaan 
Bangunan bagi Dacrah Tingkat·Kc I Jawa Tcngah yang telah 
diubah dengan Pcraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 1~ Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

Pasal8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di­
undangkan. 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, meme­
rintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe­
nempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA

tld.

Ir. SOEKORAHARDJO

Sematang, 21 Maret 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Ud.

ISMAIL
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Agar supaya scliap orang dapat mcngctahuinya. meme­
rinlabkan Pengundangan Peratumn Daemb ini dcngan pc­
nempatannya dalam Lcmbanlt Dacrab Propinsi Dacrah 
Tingkat I Jawa Teogah. 

DEWAN PERWAKILANRAKYAT 
DAERAHPROPINSIDAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

KBTUA 

Ud. 

Ir. SOEKORAIIARDJO 

Scmll@Dg. 21 Maret 1990 

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKATIJAWATENGAH 

·.ud. 

ISMAIL 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan pckeijaan Pemerintah Daerah khususnya 

dihidang pemborongan bangunan, di Jawa Tengah telah dikeluarkan Per­
aturan Daerah tanggal 5 April 1962 tentang Pelelangan Pemborongan Pe­

kerjaan-pekerjaan Bangunan bagi Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah yang 

lelah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te­

ngah Nomor 18 Tahun 1977.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 

Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang telah diubah dengan* Keputusan Menteri Dalam Negeri 
tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 yang mengatur Pelaksanaan 
Pekerjaan-pekerjaan Pemborongan, Konsultansi dan Pengadaan Barang / jasa 

lainnya berikut biaya penyelenggaraan serta Retribusi Penyediaan Dokumen 

Lelang, maka Peraturan Daerah tersebut di atas perlu dicabut.

Selanjutnya mengenai Retribusi Dokumen Lelang sesuai Keputusan 

Menteri Dalam Negeri tersebut diatas dinyatakan bahwa untuk Pelelangan 
Pekerjaan dengan nilai di atas .... Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dari para peserta lelang dipungut biaya penyediaan Dokumen Lelang, dan 

hasilnya merupakan penerimaan Daerah.
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PENJELASAN 

PERATIJRAN DAERAH PROPINSI DAERAII TINGKAT I 

JAWA 'IENGAII 

NOMOR : 3 TAIIUN 1'90 

TENTANG 

RETRIBUSI DOKUMEN LEI.ANG PEKERJAAN 
DARI DANAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII 

PROPINSIDAERAHTINGKAT IJAWA TENGAII 

I. PENJELASAN UMUM. 

Dalam rangka pelaksanaan pckerjaan Pcmcrintah Daerab ~ususnya 
dibidang pcmborongan bangunao, di Jawa Tmgab teJah dikcluarkan Per­
aluran Daerah tanggal S April 1962 lcntang Pclelangan Pemborongan Pe­
kcrjaan-pckerjnan Bangunan bagi Daerab Tmgkal Kc I Jawa Tcngoh yang 
tclah diubah dcngan Pcraturan Dacrah Propimi Dacnlh 1ingkat I Jawa Te­
ngab Nomor 18 Tahun 1977. 

Dengan dikeluark.annya Kcputusao Mcotcri Dalam Negcri tanggal IS 
Agustus 1984 Nomor 903-603 tcntang Pelalcsanaan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah yang telah diubah dcngan· Keputusan Mcnterf Dalam Negeri 
1anggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 yang mcngatur Pclaksanaan 
Pckcrjaan-pck.erjaan PemborongaDt Konsultansi clan Pcngadaan Barang / jasa 
lainnya bcrikut biaya pcnyelcnggaraan serta Retribusi Pcnycdiaan Dok.umcn 
Letang. maka Pcraturan Dacrah tcrscbµt di atas perlu dicabut. 

Sclanjutnya mengenai Retribusi Dokumen l.c!ang sesuai Keputusan 
Menteri Dalam Negcri tersebul dialas dinyatakan bahwa untuk Pelelangan 
Pekerjaan dengan nilai di aias .... Rp. 50.000.000,- (lima pulub juta rupiah} 
dari para peserta lclang dipungut biaya pcnycdiaan Dokumcn l.elang, dan 

hasilnya merupakan ~etj~aan D~~· ;, . ·· .. , :; .. 
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